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BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG KEPADA PEMERINTAH DESA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan
perkembangan dan dinamika penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, beberapa ketentuan dalam Peraturan
Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Magelang Kepada Pemerintah Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 26
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Magelang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Magelang Kepada Pemerintah Desa perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor
30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang
Kepada Pemerintah Desa;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008
Nomor 7);
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13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat
Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 30)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Magelang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat
Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
YANG BERSIFAT KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG KEPADA
PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2016
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada
Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 30)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2016
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada
Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 26)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga Pasal
11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Pencairan Bantuan Keuangan diatur sebagai berikut:

a. Bantuan Keuangan dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) dicairkan dalam 1 (satu) tahap;

b. Bantuan Keuangan dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dicairkan dalam 2 (dua) tahap sesuai dengan jadwal pelaksanaan
kegiatan; dan

c. Bantuan Keuangan dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah) dicairkan dalam 3 (tiga) tahap sesuai dengan jadwal
pelaksanaan kegiatan.

(2) Dalam hal kemampuan keuangan Daerah mencukupi, pencairan Bantuan
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat
dicairkan dalam 1 (satu) tahap.
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2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pencairan Bantuan Keuangan dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
huruf a atau pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2) dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

a.
b.
c.

d.

surat permohonan pencairan dana dari Kepala Desa;

fotokopi Nomor Rekening Kas Desa;

kwitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermeterai cukup yang
ditandatangani oleh Kepala Desa;

Rencana Anggaran Biaya yang telah diverifikasi SKPD terkait;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Desa bermeterai
cukup dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

Pakta integritas Kepala Desa dengan format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal
20 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 20

Dalam hal Bantuan Keuangan telah ditransfer dari Rekening Kas Umum
Daerah ke Rekening Kas Desa secara keseluruhan dan terdapat Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) di
Pemerintah Desa yang diakibatkan oleh kegiatan yang tidak dapat
diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran, SiLPA tersebut
diestimasikan dan dianggarkan kembali untuk menyelesaikan kegiatan
yang sama pada tahun anggaran berikutnya.

Dalam hal Bantuan Keuangan belum ditransfer dari Rekening Kas Umum
Daerah ke Rekening Kas Desa secara keseluruhan dan terdapat Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) di
Pemerintah Desa yang diakibatkan oleh kegiatan yang tidak dapat
diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran, SiLPA tersebut
diestimasikan dan dianggarkan kembali untuk menyelesaikan kegiatan
yang sama pada tahun anggaran berikutnya dengan ditambah dana dari
APBDes.

Dalam hal terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
(SiLPA) di Pemerintah Desa yang diakibatkan oleh sisa belanja dengan
capaian fisik mencapai 100% (seratus persen) dan fungsional, SiLPA
tersebut dapat digunakan sebagai potensi pendanaan untuk membiayai
kegiatan prioritas desa lainnya pada tahun anggaran berikutnya.

Kepala Desa sebagai penerima Bantuan Keuangan menyampaikan laporan
penggunaan sisa Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1)
kepada Bupati c.q. PPKD melalui SKPD terkait paling lambat tanggal 31
Januari tahun anggaran berikutnya.

Dalam hal terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya (SiLPA) di Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan paling lambat 1
(satu) bulan setelah APBDesa ditetapkan.
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Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid

pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI MAGELANG,

ttd
ZAENAL ARIFIN
Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Desember 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
ttd

EKO TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARIFUDIN, S.H.
Penata Tk I
NIP. 196702121993121001




